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ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih ditemukannya kendala pelaksanan
SAKIP di Distrik Navigasi Kelas I Palembang. Kendala yang dihadapi yaitu keterlambatan
“penginputan laporan dikarenakan faktor jarak dan waktu yang terlalu jauh dengan Kantor
Distrik Navigasi Kelas I Palembang dan dalam proses reviu dan evaluasi yang belum
dilaksanakan langsung oleh APIP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi
Kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Bidang Operasi
Distrik Navigasi Kelas I Palembang. Konsep yang digunakan ialah konsep implementasi
kebijakan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SAKIP di Distrik
Navigasi Kelas I Palembang belum terimplementasi dengan baik karena masih ada kendala
-yaitu masih ada keterlambatan dalam penginputan laporan dan masih adanya fungsi
SAKIP yang belum berjalan dengan lancar. Saran penelitian ini ialah agar Bidang Operasi
Distrik Navigasi Kelas I Palembang lebih meningkatkan kepatuhan pengumpulan laporan,
meningkatkan fungsi reviu dan evaluasi, serta meningkatkan pemenuhan Kebutuhan SDM
yang sesuai dengan keahlian dan jepjang pendidikan.
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ABSTRACT

This research is motivated by the finding of obstacles in implementing SAKIP in the
Class I Navigation District of Palembang. The obstacles faced were the delay in inputting
“reports due to the distance and time factors that were too far from the Class I Palembang
Navigation District Office and in the review and evaluation process that is not carried out
directly by APIP. The purpose of this research is to find out the implementation of the
Government Agency Performance Accountability System Policy (SAKIP) in the
Operational Sector of Class I Navigation District of Palembang. The concept used is the
concept of policy implementation. The research method used is descriptive qualitative
approach. The data collection techniques consist of interviews, observation and
documentation. The results of this research indicate that the implementation of SAKIP
policy in the Class I Navigation District of Palembang has not been implemented properly
- because there are still obstacles, namely there are still delays in inputting reports and there
are still SAKIP functions that have not run smoothly. The suggestion of this research is
that the Operations Division of the Class I Navigation District of Palembang further
improves the compliance of report collection, improves the review and evaluation function,
and improves the fulfillment of human resource needs according to the expertise and level
of education.

Key Words: Implementation, SAKIP, Class I Navigation District of Palembang
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Implementasi  kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses
menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya impelementasi
kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan
politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan. Menurut Van Meter & Van Horn
dalam Agustino (2016:128) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan
yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok
pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan

dalam keputusan kebijaksanaan.

Kualitas kinerja pegawai menentukan perkembangan dari sebuah organisasi. Dalam
sebuah organisasi kinerja pegawai dapat diukur dengan kedisiplinan. Peraturan yang mengatur
kedisiplinan PNS adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang peraturan
disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Isi dari peraturan ini yang didalamnya mengatur untuk
mewujudkan PNS yang handal, profesional dan bermoral dalam rangka penyelenggaraan
pemerintah yang menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance).
Di dalam peraturan kedisplinan ini dibuat pokok-pokok kewajiban, larangan dan sanksi
apabila kewajiban tidak ditaati, atau larangan dilanggar sehingga dapat menjamin

terpeliharanya tata tertib dan kelancaran dalam pelaksanaan tugasnya.

Negara Indonesia secara eksplisit mulai mengimplementasikan kebijakan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka menyelenggarakan



pemerintah yang bersih dan bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) sekaligus sebagai
pemenuhan atas tuntutan publik atas akuntabilitas kinerja, pemerintah menerapkan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terintegrasi dengan sistem
perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran Kinerja, pengelolaan data kinerja,
pelaporan dan reviu dan evaluasi kinerja yang mulai diberlakukan sejak dikeluarkannya
intruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 yang selanjutnya diperbaharui dengan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP).

Kementerian perhubungan dalam penyelenggaran pemerintah yang bersih dan bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor PM 45 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP). Dengan penyelenggaraan SAKIP sehingga menghasilkan

laporan akuntabilitas yang transparan.

Tabel 1.1 Perbandingan hasil Evaluasi 2017 dengan 2018 (Sementara) tingkat Eselon |

No Eselon | Nilai
Kategori 2017 2018
2017 (Sementara)
1 LITBANG A 87,61 Proses
2 BPSDM A 89,50 64,30
3 BPTJ B 66,60 66,03
4 HUBDAT A 83,80 68,28
6 HUBUD AA 90,01 Proses
7 DJKA A 87,56 69,51
8 ITIEN A 85,70 75,40
9 SETJEN AA 92,07 Proses




Hasil evaluasi SAKIP pada tahun 2017 dalam laporan kinerja intansi pemerintah
dengan Kementerian Perhubungan Laut mendapat katagori nilai A dengan nilai 86,22.
Sedangkan pada tahun 2018 Kementerian Perhubungan Laut mendapat nilai 80,30 dan masih
banyak Unit Eselon | yang masih dalam proses penilaian.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematik
dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan
pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada
instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan Kkinerja instansi
pemerintaah. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan
penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintah dan tata cara pengendalian serta evaluasi

pelaksanaan rencana pembangunan. Penyelenggaraan SAKIP yaitu:

1. Rencana strategis;

2. Perjanjian kinerja;

3. Pengukuran kinerja;

4. Pengelolaan data kinerja;
5. Pelaporan Kinerja;

6. Reviu dan evaluasi kinerja.

Sistem inilah yang kemudian menghasilkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) sebagai pencapaian sasaran kinerja atau outputnya. Sistem ini mengukur
keberhasilan maupun kegagalan program dan kegiatan yang dikeluarkan Bidang Operasi
Distrik Navigasi Kelas | Palembang dengan instrumen pengukurannya yaitu e-performance.
Pengukuran kinerja dilakukan menggunakan sistem e-performance adalah teknologi informasi

yang digunakan untuk membantu proses pengumpulan dan pengukuran data kinerja unit-unit



kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan, yaitu unit kerja kementerian, eselon | dan
eselon 11 dan Unit Kerja Mandiri (UPT). Program e-performance dapat diakses dengan mudah
melalui internet di situs www.e-performance.kemenhub.go.id. Program aplikasi e-

performance berguna untuk membantu pengumpulan dan pengukuran data kinerja yaitu :

[EEN

. Sasaran dari IKU/IKK unit Kkerja;

2. Perencanaan kinerja (RKT, PK);

3. Pengumpulan data Kinerja (capaian kinerja);
4. Pengukuran Kinerja;

5. Pengelolaan efisiensi anggaran;

6. Penyajian informasi dan dashboard.

Pengukuran kinerja e-performance telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri
Perhubungan RI No. PM 45 Tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan sistem akuntabilitas
Kinerja instansi pemerintah di lingkungn kementerian perhubungan pasal 24 ayat (1) yaitu
penggunaan instrumen pengukuran dan pengelolaan kinerja secara elektronik berbasis website
dalam rangka untuk transparansi penyampaian data capaian kinerja dan mendukung kecepatan
penyusunan laporan. Sedangkan untuk batas waktu penginputan laporan ke dalam aplikasi e-
performance tercantum pada pasal 25 ayat (1) yang berisi batas waktu pengisian data capaian
kinerja ke dalam sistem aplikasi e-performance setelah perjanjian kinerja ditandatangani

dilakukan setiap bulan paling lambat :

a. Kementerian pada hari kerja ke 15 (lima belas) bulan berikutnya.
b. Unit Kerja Pimpinan Tinggi Madya dilakukan pada hari kerja ke 10 (sepuluh) pada bulan

berikutnya.


http://www.e-performance.kemenhub.go.id/

c. Unit Kerja Pimpinan Pratama dan Satuan Kerja pada hari ke 5 (lima) pada bulan

berikutnya.

Pemerintah kota Palembang telah berupaya untuk mengawasi kinerja kepada PNS
melalui penerapan e-performance. Melalui penerapan e-performance ini PNS diberi
kewenangan untuk berpastisipasi dalam aplikasi e-performance dengan mengisi data kinerja,
pengukuran kinerja sampai dengan penyampaian laporan capaian secara berkala. Hal ini
dilakukan agar pemerintah dapat mengukur kinerja PNS secara obyektif, terukur, akuntabel,
partisipatif dan transparan sehingga diberikan penghargaan dalam rangka ketaatan asas

pelaksanaan proses penyusunan sistem akuntabilitas.

Distrik Navigasi Kelas | Palembang merupakan salah satu instansi pemerintah kota
Palembang yang bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan keselamatan pelayaran dan
perlindungan lingkungan maritim pada wilayah kerja yang mencakup perairan provinsi
Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung. Untuk memberikan pelayanan keselamatan
pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim yang baik, Distrik Navigasi Kelas |
Palembang juga menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang
tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun
2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP). Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja utama di Distrik Navigasi Kelas
1 Palembang indikator pengukuran kinerja dengan tujuan organisasi ditentukan oleh kinerja
dan keefektifan para pegawai dalam menjalankan tugas. Setiap organisasi pada umumnya

mengharapkan para pegawainya melaksanakan tugas secara efektif, efisien, dan professional.



Dengan adanya indikator pengukuran kinerja utama di lingkungan Distrik Navigasi
Kelas 1 Palembang ada beberapa indikator yaitu indikator kinerja utama, indikator Kkinerja
kegiatan yang membuat kebijakan SAKIP dengan instrumen pengukuran e-performance
belum terimplementasikan dengan baik. Kualitas kinerja pegawai dapat dikatakan baik dan
benar apabila capaian kinerja pegawai sudah sesuai dengan target. Dalam Peraturan Menteri
Perhubungan No. 45 Tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) pada pasal 25 ayat la yang berisi tentang batas waktu
penginputan laporan paling lambat pada hari ke lima (lima) bulan berikutnya. Keterlambatan
penginputan laporan dikarenakan faktor jarak dan waktu yang terlalu jauh dengan kantor

Distrik Navigasi Kelas 1 Palembang.

Melihat hal tersebut, perlu diimplementsikan Kebijakan SAKIP agar kebijakan ini
berjalan dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, harapannya semoga dalam Kebijakan
SAKIP dapat terlaksana dengan baik dan akan menghasilkan sumber daya manusia yang
memiliki kompetensi sehingga dapat meningkatkan mutu kinerja PNS yang berkualitas dalam

lingkungan Distrik Navigasi Kelas | Palembang.

Karena itu, perlu diteliti dan dikaji penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Bidang Operasi Distrik

Navigasi Kelas I Palembang”.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan permasalahan di atas, penulis merumuskan masalah penelitian, yaitu :
Bagaimana Implementasi Kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) di Bidang Operasi Distrik Navigasi Kelas | Palembang?



1.3 Tujuan Penelitian

Searah dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai penelitian
ini,

yaitu:
Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) di Bidang Operasi Distrik Navigasi Kelas 1 Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitin ini mengarah kepada :

1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini untuk menambah pengetahuan dalam sistem informasi
khususnya dalam Implementasi Kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) di Bidang Operasi Distrik Navigasi Kelas | Palembang.

2. Manfaat Praktis
Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan gambaran untuk dijadikan petunjuk
dalam meningkatkan kinerja PNS dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP) di Distrik Navigasi Kelas 1 Palembang.
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